PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.46/Menhut-11/2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.24/MENHUT-
11/2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

Menimbang

o

KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)
huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dinyatakan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat
dilakukan  kegiatan pendukung vyang salah satunya
pengembangan perbenihan dalam rangka rehabilitasi hutan
dan lahan;

bahwa dalam rangka implementasi kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.24/Menhut-11/2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;

bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-
11/2010 perlu diperluas mencakup pengaturan Kebun Bibit
Rakyat yang dilaksanakan melalui penyediaan bibit meliputi
pembuatan persemaian dan/atau pengadaan bibit yang
bersumber dari pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMS dan
perorangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan perubahan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.24/Menhut-11/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan
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Mengingat

1.

Kebun Bibit Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
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Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-11/2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.24/MENHUT-11/2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEBUN BIBIT RAKYAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-11/2010
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :
Pasal 3

Pedoman teknis pembangunan Kebun Bibit Rakyat diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

2. Ketentuan pada lampiran Bab | huruf C. Pengertian diubah sehingga
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

C. Pengertian :

1. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang
dikelola oleh kelompok masyarakat melalui penyediaan bibit yang meliputi
pembuatan dan/atau pengadaan bibit jenis tanaman hutan dan/atau jenis
tanaman serbaguna (MPTS), yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana
APBN atau Non APBN yaitu APBD atau BUMN/BUMD/BUMS atau perorangan
atau swadaya.

2. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah
rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat
nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal bibit, komponen
kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
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